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Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan fasilitas lainnya mengancam ketersediaan prasarana produksi pangan. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai salah satu lokus utama di Provinsi Sumatera Selatan dalam program cetak sawah nasional, mengambil langkah strategis dengan mengajukan usulan LP2B seluas 98.179,424 Ha yang terdiri dari lahan APL seluas 80.068,640 Ha, dalam Kawasan Hutan seluas 14.903,784 Ha, dan lokasi kegiatan cetak sawah seluas 3.207 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses harmonisasi kebijakan lintas sektor, integrasi data spasial, serta kontribusi penetapan LP2B terhadap ketahanan pangan di Kabupaten OKI. Teknik yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui forum diskusi pengambil kebijakan, analisis dokumen, dan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menemukan bahwa harmonisasi kebijakan menghadapi tantangan koordinasi antar sektor, terutama untuk usulan LP2B di Kawasan Hutan yang memerlukan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta integrasi data spasial yang membutuhkan sinkroniasi ketat dari berbagai sumber. Meskipun usulan LP2B seluas 98.179 Ha (93,10% dari LBS 2024) telah melampaui target nasional 87%, integrasi program cetak sawah yang masif memerlukan perencanaan yang cermat untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan di masa depan. Penetapan LP2B di Kabupaten OKI menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan lahan pertanian, namun memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi data spasial. Rekomendasi kebijakan meliputi percepatan integrasi LP2B ke dalam RTRW, pembentukan tim koordinasi tetap antar dinas, dan pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis untuk perencanaan berbasis data.
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